A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Pengadilan Agama Watampone sebagai salah satudidengéingkat Pertama
yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggama Makassar akan
berupaya membuktikan dirinya benar-benar dapat ifratk sebagai aparatur
Mahkamah Agung di daerah dalam memberikan pelayakaadilan dan
menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat.

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangaanika hukum dan
masyarakat yang semakin dinamis, kompleks sert&dity keterbukaan komunikasi
dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilganf Watampone untuk lebih
berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di yaeskat serta dituntut
kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdastif serta bermartabat.
Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca din&danya Reformasi Birokrasi
jilid 11 Mahkamah Agung RI dengan cetak birunyialug print) dan tindak lanjut
Hasil Rakernas Mahkamah Agung di di Jakarta, dirarh pandangan visioner,
didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langitategis, dimana langkah
tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama skhua pihak yang akan
terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian vihiksgimah Agung Republik
Indonesia 2010-2035.

Renstra ini merupakan pernyataan komitmen bersaerggemai upaya yang
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinggjda cara pencapaiannya
melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyemaurtan pembaharuan terhadap
sistem dan kebijakan bidang aparatur peradilanasukpembinaan terhadap akhlak
dan perilaku aparatur serta pengawasan dan perigendeanajemen, agar tercapai
efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam jgeknaan fungsi yudikatif.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas daédaksanaan tugas dan
fungsi, serta sebagai pedoman dan tolak ukur larfeengadilan Agama Watampone
yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prodfiamkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana Pembangunan Jangkand?@RJP) 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025<s#liihgai pedoman dan




pengendalian kinerja dalam pelaksanaan programkdgratan pengadilan dalam
mencapai visi misi serta tujuan organisasi padart&®15-2019.

1. Visi dan Misi
% Visi
Visi merupakan gambaran utama ke mana PengadilamagVatampone
nantinya diarahkan sehingga dapat berkarya secamaisten, tetap eksis,
antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyataka
Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid 1 Mahkamahumyg RI,
Pengadilan Agama Watampone mempunyai Vvisi yang raec¢akstual

dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG ”
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 -203

1

Visi Pengadilan Agama Watampone adaldheak down dari visi
Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakamdisi obyektif yang
diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupugawai Pengadilan
Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan ffiyagsi

% Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksa sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksiamaterwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Watampone, adalah sebagéuber

a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biayganm dan
transparansi.

b) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peraddalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.

c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efehtiéfisien.

d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemendparayang efektif

dan efisien.




e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasaranal@ersesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Misi pengadilan agama Watampone telah disusun oiefabses yang
partisipatif dan komprehensif dengan mengacu p@etak Biru Jilid Il
Mahkamah Agung RI.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis
+ Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yalap ditetapkan,
serta berorientasi pada visi dan misi tersebutudiujmerupakan penjabaran
atau implementasi dari pernyataan misi yang akaapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahweturidh aparatur
Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan sgjaua langkah
kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untukukuwaktu satu sampai
lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengguah strategis, tentu
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampagrdymiliki. Lebih
dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayalkseluruh aparatur
Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejané ws misi lembaga
yang telah dicapai mengingat tujuan strategis ydingnuskan, merujuk pada
visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi dindahencapai tujuan
strategisnya dapat diukur, setiap tujuan stratgayig) ditetapkan akan memiliki
indikator kinerja performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap siptadilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akelntab

b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan gerkaelalui
pemanfaatan teknologi informasi.

c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi makgarmiskin dan
terpinggirkan.

d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pekeadilan.

¢+ Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadiggma Watampone




merupakan penjabaran dari tujuan dan program yaatgh tditetapkan.
Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuknbmekan fokus pada
penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumberatggmisasi dalam kegiatan
atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yanddketgicapai Pengadilan
Agama Watampone sebagai berikut :
a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transpdaarakuntabel,
b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaidap®e
c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat mamterpinggirkan,
d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan,
f) Meningkatnya transparansi peradilan,
g) Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat,
h) Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belargnly,

I) Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga petadilan

3. Program Utama dan Kegiatan
Implementasi penjabaran rencana strategis dalagkaamencapai visi dan
misi Pegadilan Agama Watampone dituangkan dalamurdek perencanaan
berupa Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penetaparj&ine merupakan sebuah
bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnyauaemumusan Indikator
Kinerja Utama @Qutcome) beserta targetnya. Indikatoutcome diimplementasikan
ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegidégrat diukur dengan
indikator kinerja output.
Adapun program dan kegiatan pokok yang akan difekdsan Pegadilan
Agama Watampone sebagai berikut :
a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:
1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranyab tadministrasi
Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku
2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir adnasigierkara
3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanamlan dan tahunan

serta menyampaikan laporan yang benar dan tepatiwak




5)
6)

7
8)

9)

Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, darasteril.
Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan NegakanBwrajak
(PNBP).

Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilargyairang mampu
secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam3atRkar 309076.

Memaksimalkan upaya mediasi.

10) Percepatan penyelesaian perkara.

11) Penyelesaian sisa perkara.

12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap gai weaktu.

13) Register dan pendistribusian berkas perkara kelimgpng tepat waktu.

14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaiaputasan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasisTeainnya

Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik tekeaniteraan dan
Kesekretariatan.

Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluadgngan
Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanakmoldgi
Informasi, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitrdan Kuasa
Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolazankan.

Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegaveak manual
maupun elektronik (SIKEP).

Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporawentaris / BMN
dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikeisediaan.
Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola

Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jadar kdistrik,
PDAM, website, Speedy dan telephone) secara tegktuw
Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh BerrdaRangeluaran
dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun aikaya, serta
pengarsipannya.

Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Beld»PA Satker
307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulagaleKPPN.




9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasggaran DIPA
Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui welisisedia.

10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.

11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukang akurat
dan lengkap untuk tahun 2018 secara tepat waktu.

12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparahkakhah Agung.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mangaktbama
Watampone.
2) Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan peagadbarang dan
jasa.
3) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventarierkyang rusak

berat.

. Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan lodik&nerja Utama
sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan kebdéa@nasiari sasaran strategis,

sebagaimana terlammalam laporan ini.

. Rencana Kinerja Tahun 2017 (Revisi)

Rencana Kinerja Tahun 2017 (Revisi) menggambarkaaran, program dan
kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya ssbeapa telah ditetapkan dan
digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring denggenda kebijakan
anggaran serta merupakan komitmen bagi instanskunencapainya dalam tahun
tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran lagggiatan. Guna mewujudkan
sasaran tahun 2017, Pengadilan Agama Watamponetapkaer Rencana Kinerja

Tahunan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Revisi)
Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yangsid@n penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinastansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program / kegiatan yang disgetagan indikator kinerja.




Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjiaerjkinadalah sebagai

berikut :

1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima danb@e amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparala kinerja aparatur;

2. Mencipatakan tolak ukur kinerja sebagai dasar exsakinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalacapaian tujuan dan sasaran

organisasi serta sebagai dasar pemberian penghatgaaanksi;

. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukentaring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerjarpeae@manah,;

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerjagegaw

Tabel 2.1
Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Revisi)

No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS
1 | Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan| 100%
Proses PeradilarT "persentase perkara yang diselesaikan tepat  90%
yang Pasti, waktu
Transparan dan :
Akuntabel c. Persentase penurunan sisa perkara 10%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum :
* Banding 90%
» Kasasi 95%
e PK 99%
e. Index responden pencari keadilan yang puas 85
terhadap layanan pengadilan
2 | Peningkatan a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh paral00%
Efektivitas pihak tepat waktu
Pengelolaqn b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui 1%
Penyelesaian Mediasi
Perkara :
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 100%
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian 1%
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak
diputus.
3 | Meningkatnya | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan100%
Akses Peradilan " ~persentase perkara yang diselesaikan di ludr 100%
bagi Masyarakatl  Gedung Pengadilan.




Miskin dan c. Persentase Perkara Permohonsoiuntair) 100%
Terpinggirkan Identitas Hukum.
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).
Meningkatnya | Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100%

Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Meningkatnya
Kuantitas dan
Kualitas
Pengawasan

Pengawas Bidang (Hawasbid)

. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim 100%

ditindaklanjuti

. Persentase hasil temuan internal yang 100%
ditindaklanjuti
. Persentase hasil temuan eksternal yang 100%

ditindaklanjuti

. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yarntP0%

Meningkatnya

. Persentase putusan yang telah dimuat dalam 50%

Transparansi direktori putusan Mahkamah Agung
Peradilan . Persentase jumlah menu website yang ter- 90%
update
Ter\{vujudnya . Persentase kearsipan surat 90%
X?jrrﬂ?nistrasi . Persentase pencatatan barang persediaan 90%
Sekretariat . Persentase pencatatan barang inventaris 90%
. Persentase pencatatan buku perpustakaan 90%
. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangar80%
Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu 90%
. Persentase kelengkapan data pegawai 90%
. Persentase surat-surat keputusan yang 90%
dihimpun
Jumlah rekapitulasi daftar hadir 90%
Pencatatan buku kas umum dan buku banty 90%
. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu 90%
Jumlah laporan pertanggungjawaban 90%
bendahara tepat waktu
. Persentase arsip pertanggung jawaban 90%

anggaran




n. Persentase arsip Laporan Tahunan 90%

0. Persentase arsip Dokumen SAKIP 90%

p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL 90%
Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu

g. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi 90%
anggaran Satker 307509 dan Satker 30907/6
tepat waktu

8 | Tercapainya a. Persentase pembayaran gaji 90%
Realisasi Belanjz : :
Pegawai dan b. Persentase belanja operasional dan 90%
Belanja Barang pemeliharaan perkantoran
c. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja 90%

(remunerasi)

9 | Terpenuhinya | a. Persentase pemanfaatan aggaran sesuai D|PA90%

Sarana dan dan Perencanaan
Prasaran . i
Le?r;st?azaa b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yan®0%
Peradilan layak memadai.
Kegiatan Anggaran

1) Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan BUA Rp. 7.110.057.000
2) Pengadaan Sarana & Prasarana Rp. @BOGD

3) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama R@6.660.000




